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ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tgng@merintahan Daerah,
menepatkan Otonomi secara utuh pada daerah kabupkn daerah kota, dengan
pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertaggmwab kepada daerah secara
proporsional. Dalam rangka penyelenggaraan otondaerah tersebut, Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuangansaRemerintah Pusat dan Daerah.
Dengan tujuan untuk memberdayakan dan meningkatkarampuan perekonomian daerah,
menguranggi kesenjangan antar daerah dalam kemamaauntuk membiayai tujuan
otonominya. Sehubungan dengan hal tersebut sli pégulis ingin mengetahui bagaimana
realisasi dari pelaksanaan dana perimbangan seatmirbanakah perananya dalam
menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah Kehupatlang Pariaman.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalamlijgemeni bersifat yuridis
sosiologis dengan menggunakan dua data sumberdeat@uprimer dan data sukunder. Dari
data-data tersebut penulis melakukan analisa dltgan menggunakan metode kualitatif
dengan sifat penelitian deskriptif. Berdasarkdmasil  penelitian
sumber pendapatan daerah yang telah direalisagieala daerah Kabupaten Padang
Pariaman pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp IBR@366,00 atau 98,29% dari total
APBD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp/2471.383 atau 10% di daerah
Kabupaten Padang Pariaman, dan peranan dana pegambasangat penting dalam
menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupatenndg’adariaman karena dana
perimbangan cendrung lebih besar dari PendapatinDAsrah (PAD) karena itu daerah
Kabupaten Padang Pariaman harus bisa mencari, gkatiian Sumber Daya Alam (SDA),
menggali potensi daerah dan Pendapatan Asli Dagsiaberta tidak menerima PNS lagi
karena dana perimbangan habis 80% untuk gaji peg®e&agan itu pemerintah kabupaten
Padang Pariaman bisa melaksanaakan pembanguama seemata dan tidak hanya
mengandalkan dana perimbangan atau dana dari PéahefPusat saja untuk mendanai
kebutuhan di daerah Kabupaten Padang Pariaman.nnai@am pelaksanaannya masih
terdapat permasalahan yang harus segera ditindakilaleh Pemerintah Kabupaten Padang
Pariaman.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Konsep otonomi daerah pada awalnya lelehupakan dampak dari pertumbuhan
ekonomi, dari pada tuntutan demokrasi masyaral@népintah) lokal. Pemerintah daerah
yang otonom pada dasarnya merupakan penolakantalamplerlawanan terhadap paradigma
pembangunnan yang bersifat sentralistik yang peaferigan muatan dan ketergantungan
pada kas pemerintah pusat yang membuat pemerimiahmésyarakat daerah sangat tak
berdaya dalam pelaksanaanya. Pradigma sepeftiatiya akan menciptakan akumulasi aset
oleh segelintir orang/kelompok di pusat (kelompo&ng yang berkuasa di pemerintahan),
karena kewenangan itu pada umumnya berada padditdatyaitu ditangan pemerintah
pusat, dimana segala sesuatu diatur dan diseleal@ggaoleh pusat.

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yanigertiek Republik dan
merupakan Negara Hukum. Negara Kesatuan Republitonksia menganut asas
desentralisasi. Desentralisasi merupakan asasmangatakan penyerahan sejumlah urusan
pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pataéridaerah tingkat yang lebih tinggi
kepada pemerintah daerah yang lebih rendah sehimgggadi rumah tangga daerah ‘itu.
Negara hukum Indonesia sebagai amanat Undang-Uridasay Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 pasal 1 yaitu :

1. Pasal 1 yang berbunyi:
a) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang betb&apublik.
b) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakemurut
Undang-Undang Dasar.
c) Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
Untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang antamib, sejahtera, dan

berkeadilan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Bdgapublik Indonesia Tahun 1945,

! C. S. T Kansil dan Christine S.T Kansil, 20P8merintahan Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi
Daerah), Sinar Grafika, Jakarta,Hal,3



pada pasal 18, 18A dan 18B menyatakan bahwa : 'fidelgasatuan Republik Indonesia

dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerahrmioju dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itumpenyai pemerintahan daerah, yang diatur
dengan undang-undang dan pasal 18a menyatakan:bahwa

a) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan meamerdaerah
provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi ddrugaten dan kota, di atur
dengan undang-undang dengan memperhatikan kekmusiasakeragaman
daerah.

b) Hubungan keuangan, pelayanan umum pemanfaatan sulaye alam dan
sumber daya lainnya antara pemerintah pusat daerpgah daerah diatur
dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasamkang-undang.

Ketentuan dari pasal 18B menyatakan bahwa:
a) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan peameidaerah yang

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang didéimgan undang-undang.

b) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatwmyanakat hukum
adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masiphian sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kes&epublik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang D84artersebut di atas maka isi
dan jiwa yang terkandung didalamnya menjadi pedodaam penyusunan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaeraliPdarerintahan daerah menjalankan
otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintglaaug oleh undang-undang ditentukan
sebagai uerusan pemerintah pusat adalah Politik Nageri, Pertahanan, Yustisi, Moneter,
Agama. Pemerintah daerah berhak menetepkan peradaerah dan peraturan peratuaran
lain untuk melaksnakan otonomi dan tugas pembanttarbungan wewenang antara
pemerintah pusat dan diatur dengan undang-undamgadenemperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah dalam rangka penyelenggaraanipt&han daerah sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 18dferintahan daerah yang mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas natodan tugas pembantuan

2 |bid.hal 12



(medebewind)®. Diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejafter melalui
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikasip demokrasi, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu dadatdm sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Bahwa efisiensi dan efektivieyelenggaraan pemerintah daerah
perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan assglek hubungan antar susunan
pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, patanskeanekaragaman daerah, peluang
dan tantangan persaingan global dengan membekigdaenangan seluas-luasnya kepada
daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajib@myelenggarakan otonomi daerah

dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerinteigana.

Dengan berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2@Mang Pemerintah Daerah.
Daerah otonom, selain berhak mengatur dan mengummh tangganya sendiri, juga
berwenang membiayai rumah tangga daerah. Sumbemgan daerah di diatur dalam
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perindrak@uangan antara Pemerintah
Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka penyelenggBeaaerintahan Daerah dilakukan
dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasegaailidengan pemberian hak dan
kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalanatlk@ms sistem Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara. Pelimpahan Tanggung Jawabtidaleh kebijakan pemerintahan
otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, rdatabertanggung jawab kepada daerah
merupakan langkah strategis dalam 2 (dua) hal:

1. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaskas permasalahan global
bangsa yang berupa ancaman, dis integrasi bangdmgai pemanfaatan dan sumber

daya manusia serta perimbangan keuangan antaexiptah pusat dan daerah.

¥ HAW. Widjaja, 2007 Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,hal. 37



2. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langlkategis bangsa Indonesia
untuk menyonsong era globalisasi ekonomi dengaryamgkut basis perekonomian
daerah.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengamberikan kewenangan
yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerara proposional yang diwujudkan
dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan isdianee nasional yang berkeadilan,

serta perimbangan keuangan pusat dan Daerah skgelasebagai berikut:

1. Kewenangan Otonomi Luas
Adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakamerpgahan yang
mencakup kewenangan semua bidang pemerintaha,likeewanangan di bidang
politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilaoneter dan fiskal,agama,
serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkangan peraturan
pemerintah.

2. Kewenangan Otonomi Nyata
Adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakaenengan pemerintah di
bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlidata tumbuh, hidup, dan
berkembang di daerah.

3. Kewenangan Otonomi Bertangguangjawab
Adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sekagaekuensi pemberian
hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud dagdsewajiban yang harus

dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pembetanomi, berupa, yaitu:

a. Peningkatan pelayanaan dan kesejahteraan masyaeakgtsemakin
baik,

b. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, daerptaan; serta,



c. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusatakah serta
antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negasatkan

Republik Indonesia.

Di samping itu, penyelenggaraan Otonomi Daerahga julilaksanakan dengan
prinsip-prinsip Demokrasi, serta memperhatikan psitdan keanekaragaman Daerah. Untuk
itu dituntut kesiapan Daerah untuk meningkatkantsmaaya manusia dan sumber-sumber
pendukung, dan penentu untuk bergerak majunya ma@taDaerah ke arah yang lebih
sejahtera, dalam prinsip-prinsip pembangunan yargebtanjutan. Pemerintah Pusat tidak
lebih dari sekedar fasilitator dalam proses-praseKeputusan dan kebijakan yang di ambil
tidak lagi tergantung pada Pemerintah Pusat melainkudah merupakan kewenangan
Pemerintah Daerah yang menentukannya, bukan bekdasakehendak atau kepentingan
Aparat Pemerintah Pusat semata. Berdasarkan kegemaang dimiliki oleh Daerah, maka
pelaksanaan penyelenggaraan Otonomi Daerah meraerjpmbiayaan yang di tanggung
oleh Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Bel@agah (APBD), sehingga perlu
diatur Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah FasatDaerah sebagaimana tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dan se@@pah harus mampu menggali
sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya nrassigg, yang dimaksud dengan
dana perimbangan adalah dana yang bersumber dalapa&tan, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada daerdgbk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana lpmrgan  bertujuan mengurangi
kesenjangan fisikal antara Pemerintah, Pemerint&éhssat dan antar Pemerintah Daerah
Sejalan dengan hal itu Pemerintah Daerah harub leenekankan peranan dan fungsinya
masing-masing terutama fungsi legislatif, fungsigsvasan, maupun fungsi anggaran dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dana Perimbangan terdiri:



a. Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dargémag Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah barkan angka persentase
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangkagaelakn desentralisasi. Dana
Bagi Hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaagrala dimana menurut pasal 11
ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, dana bagi hasil yagrgdal dari pajak terdiri dari
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak @anah dan Bangunan
(BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh).
b. Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber daggAran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan denganatujpemerataan kemampuan
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuharaldatalam dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.
c. Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber mlmdapatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diakd&kadepada daerah tertentu
dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusugp manupakan urusan daerah
dan sesuai dengan perioritas nasional. Sesuai ddhgadang-Undang No. 33 Tahun
2004 tentang perimbangan keuangan antara PemeHRosat dan Pemerintah Daerah.
Jadi, berdasarkan hal tersebut di atas, makaipdattarik mengambil judul Peranan
Dana Perimbangan dalam menunjang Pembangunan akdaga perimbangan merupakan
dana paling besar yang diterima dibandingkan PextdapAsli Daerahnya (PAD) oleh
karena itu daerah Kabupaten Padang Pariaman heaisniencari dan menggali potensi
daerahnya dan sumber daya alamnya, Hal ini akaratdapembantu pelaksanaan

pembangunan di daerah Kabupaten Padang Pariamarda@gst terlaksana sebagaimana



mestinya dan lebih terarah untuk mendanai pembamguih daerah Kabupaten Padang
Pariaman. Berdasarkan uraian diatas maka Penaligrik untuk membahas lebih lanjut
dalam bentuk Skripsi dengan judul sebagai beriktPERANAN DANA
PERIMBANGAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI KABUPATEN

PADANG PARIAMAN.

B. Perumusan Masalah
1. Bagaimanakah Peranan Dana Perimbangan dalam medé&lasa Pembangunan di
Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam pelaksadaaa perimbangan dan

upaya mengatasinya ?

C. Tujuan Pendlitian
Sesuai dengan judul penelitian dan perumusan afagahg telah di paparkan diatas,
maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah gablerikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana peranan dana perimbamg@am menunjang
pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariama
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui waha-usaha apa saja yang

dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten PadangrRan dalam mengatasinya.

D. Manfaat pendlitian

Dalam penelitian ini, manfaat yang hendak di cajia 2 (dua) macam yaitu
Manfaat secara teoritis dan manfaat secaraiprak
1. Manfaat secara teoritis

Manfaat secara teoritis yang dimaksud di atas hdalatuk menambah ilmu

pengetahuan penulis dibidang Ilimu Hukum pada umannglan dibidang



Pemerintahan khususnya. Selanjutnya penelitian juga bermanfaat untuk
menambah Literatur penulis.

2. Manfaat secara praktis
Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah batenaligan ini juga bermaksud
untuk dapat dipedomani oleh instansi-instansi tedaususnya Pemerintah Daerah
di Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakas pegnerintah daerah pada
umumnya dan dibidang keuangan pada khususnya.

E. Metode pendlitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatanas¥uridis Sosiologis dengan
melakukan analisis terhadap persoalan-persoalang yamuncul. Karena itu
pembahasan dimulai dengan melihat peraturan pemghgiedangan yang berlaku,
kemudian dengan melihat pelaksanaanya apakah wdahai antara peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan praktektgéatgdilaksanakan.

2. Sumber Dath
a. Data primer
Data primer penulis peroleh melalui penelitianagidnganKield Research), yaitu
dengan melakukan wawancarant¢rview) dengan menggunakamnterview
guidance yang bersifat bebaginstructured) dengan pihak-pihak yang berkaitan
dengan masalah ini. Pihak yang akan diwawancaralahdBupati Kabupaten

Padang Pariaman, Dewan Perwakilan Rakyat DaeraRpPak Uzirman Wakil

* Soejono Soekanto, 2007engantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (Ul-Press), him 51



DPRD, dan Badan Pendapatan Keuangan Daerah (BPEBR)HRnibal Kepala
bagian keuangan Kabupaten Padang Pariaman.
b. Data sekunder
Data sekunder didapatkan melalui penelitian kepasta Hukum I(ibrary
Research),dan merupakan suatu cara penelitian dengan merapetajku-buku
atau literatur yang relevan dengan penelitian danujisan proposal ini. Baik
berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan pgerel artikel surat kabar,
dan lain sebagainya yang resmi dan akurat.
3. Teknik pengumpulan data
Dalam penelitian ini penulis mengunakan alat penguan data yaitu:
a. Studi Dokomen
Dalam hal ini penulis memperoleh data yang berdaal buku-buku, peraturan
perundang-undangan yang sehubungan dengan perhaasala
b. Wawancara
Penulis melakukan wawancara langsung dengan Bugabiupaten Padang
Pariaman, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)aBagzirman selaku
wakil DPRD, Badan Pendapatan Keuangan Daerah (BB&pak Hanibal selaku
kepala bagian keuangan Kabupaten Padang Pariaman.
4. Pengolahan dan Analisis Data
Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian fegan (baik data primer maupun
data sekunder) akan dianalisa secara kualitatigalerberpijak pada landasan teori
dan peraturan perundang-undangan yang berkaitagadgoenelitian dan penulisan
ini. Selanjutnya penulis tuangakan secara deskripti
F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakatah:



BAB |

BAB Il

BAB Il :

BAB IV

PENDAHULUAN

Ini merupakan bagian pendahuluan, dimnulis menguraikan tentang
latar belakang masalah, perumusan masalah, tupralipan, manfaat
penelitian,metode penelitian, dan sistematika psaiol

TINJAUAN PUSTAKA

Penulis membahas tentang tinjauan tentang PemeamtBaerah dan
Otonomi Daerah, Keuangan Daerah, Perimbangan Kanaagtara
Pemerintah Pusat dan Daerah serta Dana Perimbdatzan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis membahas hasil penelitian tentang sumbebsr penerimaan
Daerah Kabupaten Padang Pariaman, peranan damépagan dalam
menunjang pelaksanan pembanguna di kabupaten pamarmman,
kendala-kendala yang ditemui dan usaha mengatasiny

PENUTUP

Penulis membahas kesimpulan dari pembahasan yeshgh
dikemukakan dan juga memberikan saran berdasamaelifpan dan

pengetahuan penulis.



BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan qedathab sebelumnya yang

berhubungan dengan peranan dana perimbangan dip&t&ouPadang Pariaman, penulis

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Peranan dana perimbangan di Kabupaten Padangn@arsampai saat ini pada garis
besarnya belum bisa melaksanakan pembangunan seeseda walaupun setiap
tahunya dana yang masuk meningkat itu belum bisgadikan patokan untuk
mendanai suatu pembangunan didaerah dikarenakabgesiendapatan Asli Daerah
dengan itu Kabupaten Padang Pariaman masih meraerlpkningkatan suber
pendapatan asli daerahnya dan mengali potensi adagli daerahnya. supaya dapat
dilaksanakan pembangunan di sektor-sektor yan wikentukan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkarbgmgunan yang mesti
ditingkatkan dan dilaksanakan untuk kemajuan daerakih banyak terutama pada
daerah luar ibu kota Kabupaten (Pariaman).

Keterbatasan dana perimbangan, rendahnya raticaaP@ndapatan Asli Daerah
(PAD) Dengan Anggaran Pendaptan dan Belanja Da@BBD), Dana dari Pusat
dan provinsi, terjadinya Bencana Aalam, Kemiskirdan Gizi Buruk, kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) relatif terbatas supagawdjudnya suatu
pembangunan yang merata diseluruh Daerah Kabupatgang Pariaman. Untuk itu
daerah Kabupaten Padang Pariaman harus bisa merarngkatkan Pendapatan
Asli Daerahnya (PAD), Sumber Daya Alam (SDA) dannmgkatkan kinerja di
Kabupaten Padang Pariaman. Supaya apa yang jadalketersebut dapat diatasi
sebagaimana mestinya dan pelaksanaan pembangumaelah direncanakan dapat

berjalan dengan lancar dan merata, di daerah K#ugzadang Pariaman dengan



adanya peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah JPA@l daerah Kabupaten
Padang Pariaman tidak bergantung kepada dana peryab saja atau dana dari

Pemerintah Pusat.

A. Saran

1. Dengan dijadikannya daerah Kabupaten Padang Paris®bagai salah satu
pelaksanaan dan penyelenggara Otonomi Daerah nealdini harus benar-
benar menjalankan pemerintahan secara mandiriisgésonigan yang diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentangeRetahan Daerah, dan
daerah itu harus mampu mewujudkan aspirasi daa peaganya.

2. Kabupaten Padang Pariaman harus lebih meningkatRandapatan Asli
Daerahnya yang belum Terealisasi saat ini hasilyguk menunjang
pembangunan di daerah Kabupaten Padang Pariaman.

3. Dengan adanya peraturan tentang Dana Perimbangka Deerah Kabupaten
Padang Pariaman harus bisa memanfaatkan dana-daganyasuk ke daerah
dengan ketentuan yang telah diatur dalam PeraRearerintah no 55 tahun 2005
tentang dana perimbangan.

4. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyaPemerintah Daerah
diarahkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yamik) fmelalui peningkatan,
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyasakia peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demok@sierataan, keadilan, dan
membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjketk@mcaran, keserasian dan
keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan peatean dan pembangunan di

daerah Kabupaten Padang Pariaman.
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